
WALIKOTA BAUBAU 
PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU 
NOMOR: 25 TAHUN 2018 

TENTANG 

FERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG 

Menimbang 

Mengingat 

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH 
KOTA BAUBAU TAHUN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA BAUBAU, 

i & bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Baubau 
tentang Perubahan Rencana Kerja Pembagunan Daerah 
Tahun 2018, 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan 
Kota Baubau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4120); 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
MNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Womor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintash Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700); 
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6. Undang-Undang  Nomer 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahnn Daerah (Lambaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran  Negara 
Republik Indonesln Nomor 5587), sehogaimana telah diubah 

beberapn kall ternkhir dengan Undang-Undang Nomor © 
Tahun 2015 tontang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah 
(Lembaran Negnrn Republilc Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, 

Tambuhan  Lembaran Negara  Republik Indonesin  Nomer 
567Y); 

7. Pernturan Pemerintoh Nomor 58 ‘Tahun 2005 tentang 
Pengelolann Keunngan Dacroh (Lembaran Negara Republik 

Indonesin Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negarn Republik Indonesin Nomor 4578); 

8. Pernturan Pemerintoh Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 
[Gvalunnl Penyelenggarnan Pemerintaban Daerah (Lembaran 

Negnrn Repulilik Indonesin Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negnra Republik Indonesia Nomor 4815); 

. 9. Pernturan  Pemerintab Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Pernnglat Dacrah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Hepublik Indonesia Nomor S887); 

10, Pernturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangks Menengah Nasional Tahun 2015-2019 
{lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

11, Peraturan Menterd Dalam Negerd Momor 13 Tahun 2003 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuvangan Daerah, 

nehagaimana telah diubah beberapa kall terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negerl Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan 

. Keuangan Daernh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Momor 310; 

12, Peraturan Menterl Dalam Megeri Nomor 32 Tahun 2017 

tentang  Penyusunan  Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 718); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B6 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pembangunan  Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Dacrah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan  Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah,  Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 

Pemerintah Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1312); 
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Menetapkan 

14, Peraturan Daersh Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau 
(Lembaran Daerah Kota Baybau Tahun 2016 Nomor 5); 

15. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 8 Tahun 2017 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau 
(Lembar Daerah Kota Baubau Tahun 2017 Nomor 8); 

16, Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 47 Tahun 2017 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Baubau Tahun 2018 
(Berita Daerah Kota Baubau Tahun 2017 Nomor 47). 

MEMUTUSKAN: 

: PERATURAN WALl KOTA TENTANG FERUBAHAN FERATURAN 
WALl KOTA BAUBAU TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 
DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2018, 

Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 47 Tahun 2017 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Baubau Tahun 2018 [Berta 

Daerah Kota Baubau Tahun 2017 Nomor 47), diubah sebagai berilait: 

1. Ketemtuan dalam Pasal 2, Pazal 3 dan Pasal 4 diubah, schingga keseluruhan 

Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2 

{1} Perubashan RKFD ini menjadi landasan penyusunan Perubahan Kebijakan 

Umum Anggaran dan Prioritas Flafon Anggaran Sementara untuk 

Menyusunan Perubahan Rancangan Anggaran FPendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun 2018; 

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan 

perubahan program dan kegiatan vang akan dilaksanakan pada tahun 2017; 

[3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan 

sistematika sebagai berikut: 

BABI ; Pendahuluan 

BABIl :Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan 1T 

BABII : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah 

BABIV :8asaran dan Prioritas Pembangunan Daerah dalam Perubahan 

RKFD Kota Baubau Tahun 2018 

BabV  :Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 

Bab V1 : Penutup 
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Pasnl 3 { 

) Satuan Kerjn Peranglkat Duorah wajib melnksanakan Perubahan RKPD dengan 
melakukan Perubahan Rencann Kerjn Organisasi Peranghat Daerah ! 

12) Perubahan RKPD sebagaimann yang dimaksud dalam Pasal 2 memuat hasil 

evalunal pelaksnnann RKPD sampai dengan Triwulan 1l tahun berjalan dan 

perubahan program dan kegintan yang akan dilnksanakan pada tahun 2018; 

(3) Hal-hal yang tidak mengalami perabahan RKPD tahun 2018 dimuat dalam 

Lampiran yang merupakan boglan yang tidek terpisahkan dari Peraturan Wali 

Kota ini. 

Pasal 4 

Dalam hal Perubahan RKPD ‘Tahun 2018 yang ditetapkan sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 2 berbeda dengon REPD Tahun 2018 maka digunakan 

program dan kegiatan hasil Perubabian RKPD Tahun 2018, 

Pasal 1l 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal dinndangkan. 

Agar setinp ornng mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali 

Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau. 

Ditetapkan di Baubau 
pada tanggal, 25 AEULTYS 2018 ° 

Diundangkan di Baubau s 
pada tanggal, PARAF KOORDINASI 

j 0. | INGTANSN UNTRERIA | PARAF 
SEKRETARIS [JAEfAH KOTA BAUBAL, - 

2 | A0 ’7‘ 
;' oA, ARPS0A 
L | Ermeg. tpketa 

RON] MUHTAR [} 

‘A BAUBAU TAHUN 2018 NOMOR .25 - BERITA DAERAH 

* Scamned by CamScanner


